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BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk ’rinelaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Umt Pelaksana Teknis pada Dinas
Perikanan Kabupaten bumcnep

1.

Undang- Undang Nomor 12° Tahun 2011 tentang
Pembentukan i Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang ‘Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurl 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republ1klndon<—331a Nomor 5494); L
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan | Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesna,Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran’ Negara ‘Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana’ telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pcrubahdn Kedua Atas' Undang-Undang
Nomor 23 Tahun, 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor '5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan - atas Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593);

J




Menetapkan

S. Peraturan Premden Nomor '87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undan’ -Nomor 12
Tahun - 2011 i tentang Pembcntukan [ :
Pcrundang undangan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 20]4 Nomor 199);’ 7 P

6. Peraturan Pemermtah Nomor 18 ’I‘ahun '2016 tentang
Perangkat - Daerah (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia - Tahunl, 2016 Nomor 114, ’I‘ambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887)

7. Peraturan Menterl Dalam Ncgerl Nomort 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2015 Nomor
2036); - “‘!! P L

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Dat;rah : Daerah
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10) j.f‘ e ’1 L

9. Peraturan. Bupat1 Sumcnep ‘Nomor 49 Tahun 2016
tentang ' Kedudukan Susunan Orgamsam Tugas
Fungsi dan: Tata Kerja ‘Dinas Perikanan Kabupaten
Sumenep (Lcmbaran Daerah Dacrah Sumenep Tahun
2016 Nomor 49) o
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., MEMUTUSKAN
PERATURAN  BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT, PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP. |
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Dalam Peraturan ini yang dlmdksud dengan Do | P

1. Kabupaten adalah Kabupatcn ‘Sumenep; I

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep; co i'- »

3. Bupati adalah Bupatl Sumenep, ‘

4. Wakil Bupati.adalah qull Bupati Sumenep; L

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu’ Bupati
dalam 'penyele‘nggara'an pemerintahan daerah  yang
terdiri atas Seékretaridt Daerah, Sekretariat, 'DPRD,
Inspektorat Dmas Daerah Badan Daerah dém
Kecamatan; IO

6. Dinas Daerah’ adalah Dmas Perlkanan Kabupaten
Sumenep; . i ' "

7. Unit Pclak%dna ’I‘Lkms yang sclamutnya disebut UPT
adalah Unsur pc ak%él’ld teknis opcramonal Dmas
Perikanan; g W He :

8. K(,pala UPT adalahl Kepala UPT pada Dinas Perlkanan




. G .If: ; : ‘,
. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas tanggung jawab, . wewenang ‘dan
hak !seorang Aparatur: Sipil Negara,’ dalam’ rangka
mem1mpm suatu satuan organisasi: perangkat daerah;
10. Jabatan .. F‘ungsmnal 3adalah kedudukan yang
menumukkan tugas, tanggung]awab wewenang dan
hak seorang ’Aparatu'r Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksa 14z n‘;‘ tug'f\snya
d1dasarkan pada keahhan dan/atau ‘keterampllan

tertentu serta bermfatﬁmandlrl
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(1) UPT merupakan unsur pelaksana keglatan Lekms
operasional dan/atau keglatan tekms penunjang
tertentu di bldang Perlkanan '

(2) UPT d1p1mpm oleh Kepala yang dalam melaksanakan
tugasnya berada d1bawah dan bertanggung Jawgb
kepada Kepala Dlnas Lo » : Che iy »!

(3) UPT sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘} 'adalah
Kelas A, terdiri dari : S
a. UPT Tcmpat Pclelangan Ikcm dan
b. UPT Perlkanan Kecamatan » - .

(4) UPT Pcrlkanan Kccamatan, scbagdlmana dlmaksud
pada ayat (3) huruf b, terdiri atas : ' .

UPT Perlkanan Kecamatan Kalianget; !

UPT Perikanan Kecamatan Talango; ‘ o
UPT Perikanan Kecamatan Bluto; Lo
UPT Perlkanan Kecamatan Saronggi; '1_"'; R
UpPT: Perlkanan Kecamatan Glllgentmg, o
UPT Perlkanan Kecamatan Pragaan; P

- UPT Per1kanan Kecamatan Ambunten VA

- UPT Perlkanan Kecamatan Pasongsongan i

"UPT Perlkanan Kecamatan Dasuk; @ ' 7 1!

- UPT Perlkanan Kecamdtan Batang — Batang, v

UPT Perlkanan Kecamatan Batuputih;, g
UPT Perlkanan Kecamatan Dungkek;

. UPT Perlkanan Kecamatan Gapura,

UPT Perlkanan Kecamatan Gayam;

UPT Perlkanan Kecamatan Nonggunong;

UPT Perlkanan Kecamatan Ra’ as; :

UPT Perikanan Kecamatén Masalembu;

UPT Perikanan Kecamatan Arjasa; o

UPT Perlkana‘m Kecamatan Kangayan dan o

UP’I‘ Perlkanan Kecamatan Sapeken
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Susunan Orgaﬁnsa& UP’I‘ %ebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2. ayat (3); ’ gterdlrl atas ’

a. Kepala UP’I‘ o

b. Sub Bagxan Tata Usaha

C. Pelaksana urusan;dan ;-
d

Kelompok Jabatan Fungélonal

N
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Bagan Struktur Orgamsa51 UP’I‘ scbagalmana dlmaksud
dalam Pasal '3 sebagalmana tercantum dalam Lampiran
yang: mcrupakan bagian “tldd‘k Lcrplsahkan dengan
Peraturan Bupati 1rf11_ ' |
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TUGAS DAN FUNGSI
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* Baglan Kesatu

UPT Tempat Pelelangan Ikan
‘}u,t-i ‘;'Pasals ‘
; i I ; ' : .

(1) UPT Tcmpat Pelelahgan Ikan sobag,dlmana d1maksud
Pasal '3 huruf’ ,mcmpunydl tugas melaksanakan
sebaglan tugas Dmadlbxdang pcldcmgjan ikan. :

(2) Dalam melaksanakdn tugas scbaéalmana dimaksud
pada ayat (1) UPT menyclenggdrakan fungs1 :

a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan, pendlsmbusmn dan tata kearsipan;

b. pelaksanaan pengolahan  data dan penyusunan
rencana kegiatah UPT Temfmt Pclelangan lkan;

c. pelaksanaan pelayanan tcrhadap pengguna jasa

| pelelangan ikan; ! :

d. pelaksanaan : pemeliharaan ~ peralatan,
perlengkapan keamanaan dan kebers1han kantor
dan tempat pelalangan ikan; ‘

¢. pclaksanaan pelaporan pclaksanaan kegiatan
admmlqtra%g dan operasmnal pelelangan ikan;

f. pclaksanaan pemungutan Pcndapatan Asli Dacrah
(PAD) di lingkungan UPT; dan :

g. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Kepala
Dmas b :
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UPT Perlkanan Kecamatan c SE D
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(1) UPT Perlkanan Kecamatan scbag,dlmana dlmakqud

Pasal 3 huruf b mcmpunycn Luoas melakscmakan
sebaglan tuga% Dmas dlblddﬂg perlkdnan di
chdmatan »'i ‘ - S '. '
Dalam melaksanakan tugas sgbagdlmana dlmaksud
pada ayat(l) UP’I‘ menyelengg)drdkdn fung31 :

a. pelaksanaan urusan surat menyurat pengeukan
penggandaan pendl‘strlbusmn dan tata kear51pan

b. pelaksanaan ; pengumpulan pengolahan = ‘dan
analisis serta penyajlan data Statlstlk Perikanan;

c. pelaksanaan koordma31 pclayanan pengelolaan
perlkanan tangkap,l pembcldayaan nelayan keml
perlkanan budldaya serta kelembaga‘lan‘ dan

| pengcndahan usaha pcnkamm R

d. pelaksanaar; pelaporan pc laksanaan kegiatan
admizni‘strai\s_i ~ dan - opcrasional - pengelolaan
perikanén tangkap‘, pembcr(layadn nelayan kecil,
perikanén budldaya “serta kclcmbagaan dan
pengendahan usahd perlkanan dan "

€. pelaksanaan tugas lam yang dlbcrlkan oleh Kepala
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! Bagian Ketiga |
. Sub Baglan Tata Usaha ‘

Dmas
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Sub Bagian Tata Usahd b(,bdgdll“ndrld dlmaksud dalam

Pasal 3 huruf b, mcmpunyal tugas :

a.

menylapkan | konsep | surat . mcnyurat pengetlkan
penggandaan pendlstrlbuman dan tata kersipan serta
menyiapkan data rencana kegiatan UPT; ‘
melakukan '1 kegiatan : adnﬁinistra’si ~ keuangan,
kepegawalan ketatalaksanaan, perléngkapan,
kebersihan, keamanan dan keteruban kantor o
memehhara ‘tperalatan ( perlcngkapan, keamanan
kebersihan kantor ‘dan ‘melaksanakan keglatan
keprotokolan serta menyxapkan pclayanan sarana dan
prasarana UPT - ' |
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d. melaksanakan p mantauan (momLormg) dan evalua31
pelaksanaan program dan’ hasxl ha51lnya = R f?:.j

€. menyusun hasﬂ!evaluam leddeI’]ddI’l keglatan dan
pcrmasalahan sebaga1 bahan lapox cm dan i ; :?“ f‘;f .

f. melaksanakan tugas lain yang d1b0r1kan oleh chala
UP’F ,1 } . . L . 1
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,Baglan Keempat
Pelaksana Urusan
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(1) Pelaksana Urusan melaksandkan tugas UPT sesuai
dengan uraian tugas -
(2) Uralan tugas Pelak%ana ‘ Uruscm dltetapkan‘ oleh

Kepala UPT. | B
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o Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

i
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i . Pasal®

(1) Kélompok Jébéta’n ‘I“;ungsionral' mefnpUnj’aﬁ ’: (tugas
melaksanakan sebaglan tugas UPT sesuai dengan
keahlian dan- keterampllan yang (hbutuhkan

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga
dalam Jenjang Jabatan funggl(mdl yang terbagl dalam
berbagal kelompok sesua1 dcnwan bldang keahharmya
atau kcterampllannya dan

(3) Jumlah tcnaga fungslonal, Jenis dan Jenjang Jjabatan
fungswnal sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dxtcntukan ‘berdasarkdn kcbutuhdn dan beban kerja
yang dlatur berdasarkan peraturan  perundang-

undangan yang berlaku
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Kepala UP’I‘ Wajlb menyusun rcncana kerja yang meng,acu
pada rcncana strategm Dinas dengan melaksandkan
prinsip koordmam mtegram dan smkromsa31 secara
vertlkal dan horlsontal serta mcmbcrlkan blmbingan dan
petunjuk kepada bawahannya masing- masmg ‘ :
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PENGISIAN JABATAN
! ©  Ppasal 11

Kepala - UPT dan Kepala bub Baglan Tata' Usaha
sebagalmana dimaksud :dalam Pasal 3, diangkat dan
dlberhen‘tlkan oleh Bupag sesuai dengan. peraturan

i

perundahg-ﬁndang{in yang berlaku.
| BABVI
KETENTUAN PENUTUP
I
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Pésal 12

Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati ISumenep Nomor, 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan: Fung51 Unit Pelaksana Teknis! (Berlta
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Bupatl
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tcntaﬁg Perubahan Atas
Peraturan Bupat1 Sum'cnép ‘Nomor'* 28 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungm Unit Pelaksana Tcknis (Berita
Dacrah Kabupaten %umpncp Tahun 2016 Nomor &)
dicabut danldinyatakan ti‘d‘akbcrlaku.

|
i i




Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

padatenggal @ 19, JAN 2017
BUP UMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan am Berita Davris

1 e
Kabup,

Tanggal *

Jahun

: Se

§ Sumencep

JAN 2 s

s Daerah




Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : ;3 Tahun 2017

Tanggal : 4 3 |AN 200

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN

BUPATI SUMENEP

/

/
Dr. KH. A. BU O KARIM, M.Si.




